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MOTTO

”Man Jadda Wa jadda, Man Shabara Zhafira“

Siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya dan siapa yang bersabar

akan beruntung.

(H.R Bukhari)

“Fa-inna Ma'a al'usri Yusraan, Inna Ma'a al'usri Yusraan”

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya

sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(Surah Alam Nasyrah: 5-6)

“Tholabul ‘ilmi faridhotun ‘alaa kulli muslimin wal muslimat”

Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslimin dan muslimat.

(HR. Ibnu Abdil Bari)

Jika A adalah sukses dalam hidup, maka A = X + Y + Z. X adalah bekerja, Y

adalah bermain, dan Z adalah menjaga lisan.

(Albert Einstein)
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Menimbang peraturan menteri keuangan Republik Indonesia dalam rangka

mewujudkan akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Negara perlu dilaksanakan

secara efisien dan efektif untuk menyikapi perkembangan kondisi serta praktik

tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan adanya pengaturan khusus

mengenai Penghapusan Barang Milik Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara disebutkan bahwa Barang Milik Negara adalah “Semua barang yang dibeli

atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lain yang sah”. Dalam bab VII

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 diatur tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara. Kemudian lebih lanjut pedoman teknis dan administratif Pengelolaan

Barang Milik Negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Perolehan Barang Milik Negara lain yang sah meliputi:

1. Sumbangan/hibah;

2. Pelaksanaan perjanjian/ kontrak;

3. Berdasarkan ketentuan undang-undang;

4. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap.

Pemerintah memiliki kewajiban dalam menyampaikan dan

mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan APBN dalam bentuk LKPP (Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat) yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas

transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk

transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi Barang Milik Negara (BMN)

memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu

berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya. Pemerintah
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juga wajib melakukan pengamanan terhadap Barang Milik Negara (BMN).

Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan

pengamanan hukum.

Dibutuhkan pengamanan administratif dalam sistem penatausahaan untuk

dapat menciptakan pengendalian (controlling) atas Barang Milik Negara (BMN) .

Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus

dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan

pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan. Disinilah peran

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (Simak-BMN)

diperlukan. Untuk mengihindari penyimpangan terhadap aset tetap negara, tugas

dan wewenang penatausahaan BMN inilah yang menjadi pertanggungjawaban

dalam menilai aset tetap yang digunakan perlu dihapuskan atau tidak. Sehingga

aset tetap Negara yang tidak dapat digunakan perlu dihapuskan sesuai dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara.

Berdasarkan uraian di atas, dan mengingat pentingnya pertanggungjawaban

penatausahaan barang milik Negara, maka Praktek Kerja Nyata ini diberi judul

“Mekanisme Penghapusan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut

Penjualan Melalui Lelang di KPKNL Jember”.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan prosedur akuntansi

yang diterapkan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

2. Membantu kegiatan perusahaan pada bidang yang telah ditetapkan.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1. Menambah pengalaman mahasiswa mengenai kegiatan di lapangan.

2. Melatih mahasiswa berpikir kritis dan menggunakan daya nalarnya

dengan cara memberi tanggapan terhadap kegiatan yang dilaksanakan

dalam bentuk laporan.
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3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memantapkan

keterampilan dan pengetahuannya serta menambah kematangan diri.

4. Bagi perusahaan dapat digunakan sebagai refrensi dan masukan untuk

meningkatkan pelayanan.

5. Memenuhi persyaratan akademik didalam menyelesaikan pendidikan

pada program studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Jember.

1.3 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Objek Praktek Kerja Nyata

Adapun yang menjadi objek pelaksana Praktek Kerja Nyata ini

dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Jember di Jalan Slamet Riyadi 344 A Patrang Jember.

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksana Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan selama kurang lebih 40 (empat

puluh) hari pada setiap jam kerja efektif, dimulai tanggal 19 Januari – 28

Februari 2015.

1.4 Bidang Ilmu dan Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.4.1 Bidang Ilmu

Bidang ilmu yang menjadi landasan Praktek Kerja Nyata adalah:

1. Dasar-dasar Akuntansi

2. Akuntansi Keuangan

3. Perpajakan

4. Sistem Akuntansi

5. Akuntansi Pemerintahan

1.4.2 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
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No Kegiatan Minggu

I II III IV V VI

1 Melaksanakan Praktek Kerja Nyata

sekaligus perkenalan dengan pimpinan

dan karyawan Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Jember.

X

2 Perkenalan dengan lingkungan tempat

objek Praktek Kerja Nyata.

X

3 Menerima pengarahan dan penjelasan

tentang gambaran dari Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Jember.

X

4 Menerima dan melaksanakan tugas-tugas

yang dibeikan oleh pembimbing dalam

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang (KPKNL) Jember.

X X X X X

5 Konsultasi judul dan mengumpulkan data

informasi yang digunakan dalam

menyusun laporan dengan pembimbing di

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang (KPKNL) Jember.

X X

6 Tahapan menyusun Laporan PKN. X X

7 Konsultasi secara periodik dengan Dosen

pembimbing.

X X

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nayata
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengelolaan Barang Milik Negara

Menurut Peraturan Pemerintah Pengelolaan Barang Milik Negara

dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparasi dan

keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Barang Milik

Negara/Daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja perangkat

daerah, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan

umum sesuai tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja

perangkat daerah yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2006 tentang Asas Pengelolaan Barang Milik Negara dijelaskan sebagai

berikut:

a. Asas Fungsional

Yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang dilaksanakan oleh kuasa

pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan

gubernur/bupati/walikota sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab

masing-masing.

b.Asas Kepastian Hukum

Yaitu Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang dilaksanakan

berdasarkan hukum dan peraturan undang-undang.

c. Asas Trasnparansi

Yaitu penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang

transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang

benar.
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d.Asas Efisiensi

Yaitu Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang diarahkan agar

Barang Milik Negara digunakan sesuai dengan batasan-batasan standar

kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

e. Asas Akuntabilitas

Yaitu setiap Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dapat

dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

f. Asas Kepastian Nilai

Yaitu Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah didukung oleh adanya

ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan

dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara serta penyusunan Neraca

Pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah menjelaskan bahwa siklus Pengelolaan Barang

Milik Negara diantaranya terdiri dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran,

pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,

penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan

pengendalian.

2.1.1 Pengertian Barang Milik Negara

Menurut (Nordiawan, 2009:24) secara umum, barang adalah bagian dari

kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat

dinilai/dihitung/diukur/ditimbang, tidak termasuk uang atau surat berharga.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/PMK.06/2013

tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011

tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah. Barang Milik Negara yang

selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
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1) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis;

2) Barang yang diperoleh sebagai pelaksana dari perjanjian/kontrak;

3) Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, atau

4) Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5) disebutkan

bahwa barang yang telah dimiliki atau diperoleh atas APBN yang sah tidak

merupakan barang-barang yang dikuasi dan dimiliki oleh:

a. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang

sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahterimakan kepada

Pemerintah Daerah).

b. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari

perusahaan perseroan dan perusahaan umum.

c. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

Berdasarkan akuntansi pemerintahan, BMN merupakan bagian dari aset

pemerintah pusat yang berwujud. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah pengertian aset adalah sebagai

berikut:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasi dan/atau dimiliki oleh

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat

ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh

pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk

sumber daya manusia non keuangan yang diperlukan untuk penyedia jasa bagi

masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan

sejarah dan budaya.

Modul Sistem Informasi dan Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara

(SIMAK-BMN), Tim Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


8

(PPAKP) menyatakan bahwa BMN dalam SIMAK-BMN terbagi menjadi aset

lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah dengan penjelasan sebagai

berikut:

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai

atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

pelaporan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih

dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sedangkan aset lainnya adalah aset yang

tidak dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Adapun aset

bersejarah merupakan aset yang merupakan aset yang mempunyai ketetapan

hukum sebagai aset bersejarah disebabkan karena kepentingan budaya,

lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca

tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Ikhtisar Laporan Barang Milik Negara Tahun 2009 (unaudited) menyatakan

penyajian BMN dalam pos-pos neraca yaitu persediaan, aset tetap, dan aset

lainnya. Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional

pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau

diserahkan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Aset tetap merupakan

suatu entitas yang menjadi hak milik entitas bisnis yang digunakan untuk

memproduksi barang/jasa dan penggunaanya secara terus menerus. Aset tetap

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam

kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap

dijabarkan dalam akun-akun yang disusun berdasarkan kesamaan sifat atau

fungsinya dalam aktivitas operasi, yaitu (a) tanah, (b) peralatan dan mesin, (c)

gedung dan bangunan, (d) jalan, irigasi dan jaringan, (e) aset tetap lainnya, dan (f)

konstruksi dalam pengerjaan. Aset lainnya merupakan aset pemerintah selain aset

lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya

antara lain terdiri dari akun aset tak berwujud dan aset lain-lain. Aset tak

berwujud adalah aset non keuangan yang dapat di identifikasikan dan tidak
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mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan

barang dan/atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas

kekayaan intelektual. Aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset

tak berwujud.

Berdasarkan PSAK No. 19 (Revisi 2000) dinyatakan bahwa aktiva tidak

berwujud adalah aktiva nonmoneter yang dapat di identifikasi dan tidak

mempunyai bentuk fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau

menyerahkan barang/jasa, disewakan pihak lainnya atau untuk tujuan

administrative. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari

penggunaan aktif pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah, dalam Lampiran I.08 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset

Tetap dijelaskan bahwa aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam

sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap tersebut

yaitu:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh

dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan

dalam kondisi siap pakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencangkup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat

elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan

dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap

pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencangkup seluruh gedung dan bangunan yang

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemrintah

dan dalam kondisi siap pakai.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan
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Jalan, irigasi dan jaringan mecangkup yang dibangun oleh pemerintah serta

dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencangkup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke

dalam aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan

operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencangkup aset tetap yang sedang dalam proses

pembangunan. Namun, pada tanggal laporan keuangan belum selesai

seluruhnya.

2.1.2 Landasan Pemikiran Pengelolaan Barang Milik Negara

Menurut Pokja RPP Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di landasi

oleh pemikiran yang memperkuat adanya Peraturan tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah, beberapa landasan pemikiran yang digunakan dalam

Peraturan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, diantarnya:

1. Landasan Filosofi

Hakekatnya Barang Milik Negara/Daerah merupakan salah satu unsur penting

penyelenggara pemerintahan dalam kerangka NKRI untuk mencapai cita-cita dan

tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan

UUD 1945. Oleh karena itu, Pengelolaan BMN/D perlu dilakukan dengan

mendasar pada peraturan undang-undang yang berlaku untuk menjamin

tercapainya cita-cita dan tujuan yang dimaksud.

2. Landasan Operasional

Landasan Operasional Pengelolaan BMN/D lebih berkaitan dengan kewenangan

Institusi atau Lembaga Pengelola/Pengguna Barang Milik Negara yang dapat

dikemukakan sebagai berikut:

a. Pengelolaan Kekayaan Negara yang bersumber pada pasal 33 ayat 3 UUD

1945 mendefinisikan Negara adalah badan penguasa atas barang Negara

dengan hak menguasai dan bertujuan untuk kemakmuran kesejahteraan

rakyat. Instansi Pengelolaannya adalah Instansi Pemerintah
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Departemen/LPND yang diberikan wewenang dan bertanggungjawab

menetapkan kebijakan dan pedoman dalam Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah.

b. Pengelolaan Barang Milik Negara yang bersumber pada pasal 23 UUD

1945 mendefinisikan Negara sebagai Pemerintahan Republik Indonesia

yang dapat memiliki barang atau sesuatu sebagai aset kekayaan

Pemerintah dengan tujuan untuk menjalankan roda Pemerintahan. Instansi

pengelola adalah Presiden yang didelegasikan kepada Menteri Keuangan

dan Instansi Pengguna adalah Kementerian/Lembaga Negara.

3. Landasan Yuridis

Acuan dasar dalam Pengelolaan BMN/D tertuang dalam UU No. 17 Tahun

2003 dan UU No.1 Tahun 2004 khususnya Bab VII dan Bab VIII pasal 42 s/d

pasal 50. Untuk itu seluruh peraturan undang-undang yang ada perlu dikaji

kembali termasuk penerapannya untuk disesuaikan dengan acuan tersebut.

2.5 Penghapusan Barang Milik Negara

Penghapusan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 50/PMK.06/2014 adalah tindakan penghapusan barang milik negara dari

daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang

untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau

Pengelola Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang

berada dalam pengawasannya. Sedangkan Barang Milik Negara merupakan

barang yang sangat diperlukan bagi kepentingan penyelenggaraan tugas

pemerintah. Oleh karena itu, adanya pejabat pengelola Barang Milik Negara

tersebut sangat berperan penting dalam mengatur dan menjaga kelangsungan dari

Barang Milik Negara yang berada di lingkungannya. Dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 6 pasal 3 ayat (1) (2006), menyatakan pelaksanaan penghapusan Barang

Milik Negara terdiri atas:

a. Pengelola Barang, untuk BMN berupa:
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1. Tanah dan/atau bangunan yang diserahkan oleh Pengguna Barang

kepada Pengelola Barang;

2. Tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang

berasal dari perolehan lain yang sah yang berada dalam penguasaan

Pengelola Barang.

b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, untuk BMN yang status

penggunaannya berada pada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang

berupa:

1. Tanah dan/atau bangunan;

2. Sebagian tanah;

3. Selain tanah dan/atau bangunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 pasal 3 ayat (2) (2006)

menyatakan bahwa; “BMN selain tanah dan.atau bangunan sebagimana yang

dimaksud pada ayat (1) termasuk tetapi tidak terbatas BMN berupa perangkat

lunak (software) computer, lisensi, waralab, (franchise), paten, hak cipta, hasil

kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang Pengelola Barang pasal 4 ayat

(1) (2006), menyatakan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara

kewenangan dan tanggung jawab:

a. Memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan Penghapusan BMN;

b. Menetapkan keputusan Penghapusan BMN yang ada pada Pengelola

Barang;

c. Melaksanakan Penghapusan BMN yang ada pada Pengelola Barang, dan

d. Melaksanakan Penghapusan BMN yang ada pada Pengelola Barang dari

Daftar Barang Pengelola (DBPL).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 pasal 4 ayat (2) (2006),

menyatakan kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku

Pengelola Barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) secara fungsional

dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. Direktur Jenderal atas nama Menteri
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Keuangan dapat menunjuk pejabat struktual di lingkungan Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab

sebagaimana yang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang Pengguna Barang pada

pasal 5 ayat (1,2,3 dan 4) (2006) menyatakan bahwa:

(1) Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan

dan tanggung jawab:

a. Mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang;

b. Menetapkan keputusan Penghapusan BMN yang status penggunaannya

berada pada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola

Barang;

c. Melaksanakan Pemusnahan BMN yang status penggunaanya berada pada

Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang; dan

d. Melaksanakan Penghapusan BMN yang status penggunaannya berada

pada Pengguna Barang dari DPB/DBKP setelah mendapat persetujuan

Pengelola Barang.

(2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara

fungsional dilaksanakan oleh pejabat struktual pada unit organisasi eselon I

yang membidangi pengelolaan BMN.

(3) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dapat menunjuk pejabat

pada instansi vertical untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab

Pengguna Barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan mengenai kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh

Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya

masing-masing.

Penghapusan BMN dilaksanakan dalam hal BMN yang sudah tidak berada dalam

penguasaan Pegelola Barang karena:

1. Beralihnya kepemilikan
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2. Pemusnahan

3. Sebab-sebab lain.

Sebab-sebab lain secara formal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab

Penghapusan, seperti:

a. Penghapusan karena pemindahtanganan.

b. Penghapusan karena adanya putusan pengadilan.

c. Penghapusan karena pemusnahan.

d. Penghapusan karena penyerahan sebab-sebab lain.

e. Penghapusan karena melaksanakan peraturan perundang-undangan.

2.5.1 Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang

Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Pemindahtanganan adalah pengalihan

kepemilikan Barang Milik Negara sebagai tindak lanjut dari Penghapusan dengan

cara:

1. Penjualan

Adalah pengalihan kepemilikan BMN pada Pengguna Barang kepada

pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

2. Tukar Menukar

Adalah pengalihan kepemilikan BMN yang dilakukan antara Pemerintah

Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antara Pemerintah Pusat dengan

pihak lain. Dengan menerima penggantian dalam bentuk barang sekurang-

kurangnya dengan nilai seimbang.

3. Hibah

Adalah pengalihan kepemilikan BMN dari Pemerintah Pusat kepada

Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.

4. Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)

Adalah pengalihan kepemilikan BMN yang semula merupakan kekayaan

Negara yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan
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untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Negara pada BUMN, BUMD

atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah.

2.6 Pengertian Lelang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Pelaksanaan

Lelang. Dalam meningkatkan pelayanan lelang, mewujudkan pelaksanaan lelang

yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, adil, dan menjamin kepastian

hukum, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai

lelang. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan

penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau

menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman

Lelang.

2.6.1 Jenis-Jenis Lelang

A. Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan

pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau

melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan. Lelang Eksekusi

termasuk tetapi tidak terbatas pada: Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang

Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang

Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan

(UUHT), Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP), Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekusi

Jaminan Fidusia, Lelang Eksekusi Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai atau

Barang yang Dikuasai Negara-Bea Cukai, Lelang Barang Temuan, Lelang

Eksekusi Gadai, Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

B. Lelang Noneksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan

barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.

Lelang Noneksekusi Wajib termasuk tetapi tidak terbatas pada: Lelang Barang

Milik Negara/Daerah, Lelang Barang Milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah
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(BUMN/D), Lelang Barang Yang Menjadi Milik Negara-Bea Cukai, Lelang

Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam (BMKT), dan Lelang Kayu

dan Hasil Hutan Lainnya dari tangan pertama.

C. Lelang Noneksekusi Sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, orang

atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela. Lelang

Noneksekusi Sukarela termasuk tetapi tidak terbatas pada: Lelang Barang Milik

BUMN/D berbentuk Persero, Lelang harta milik bank dalam likuidasi kecuali

ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, Lelang Barang Milik

Perwakilan Negara Asing, dan Lelang Barang Milik Swasta.

2.7 Fungsi dan Kelebihan Penjualan Melalui Lelang

2.7.1 Fungsi Penjualan Melalui Lelang

1. Fungsi privat, terletak pada hakekat lelang dilihat dari tujuan perdagangan,

yang tercermin pada saat digunakan oleh masyarakat yang secara sukarela

memilih menjual barang miliknya secara lelang untuk memperoleh harga

yang optimal.

2. Fungsi Publik, yaitu:

a) Digunakan oleh Aparatur Negara untuk menjalankan tugas umum

pemerintahan dibidang penegakan hukum dan pelaksanaan

undang-undang sesuai ketentuan yang telah diatur.

b) Mengamankan aset  yang dimiliki oleh negara untuk meningkatkan

efesiensi dan tertib administrasi pengelolaan aset Negara

c) Mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk Bea Lelang

2.7.2 Kelebihan dari Proses Jual-Beli Melalui Pelelangan

1. Obyektif: lelang dilaksanakan secara terbuka, tidak ada prioritas diantara

peserta lelang, kesamaan hak dan kewajiban antara peserta lelang akan

menghasilkan pelaksanaan lelang yang obyektif.

2. Kompetitif: lelang menciptakan mekanisme penawaran dengan persaingan

bebas antara penawar sehingga akan tercipta harga yang wajar.
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3. Built in control: lelang diumumkan lebih dahulu dan dilaksanakan di

depan umum, dan sejak diumumkan pihak yang keberatan dapat

mengajukan verzet atau sanggahan

4. Authentik: dari setiap pelaksanaan lelang diterbitkan Risalah Lelang yang

merupakan akta otentik dari pembelian suatu barang.
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BAB 3. GAMBARAN UMUM

3.1 Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Jember

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945, pemerintah menggulirkan

program pengucuran atau pemberian pinjaman dana untuk kredit bagi para

pengusaha kecil dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat

pasca penjajahan. Kebijakan ini digariskan oleh Panitia Pemikir Siasat Ekonomi

yang didirikan oleh Muhammad Hatta pada tahun 1946.

Dalam perkembangannya, pengucuran atau pinjaman dana yang diberikan

oleh pemerintah tersebut tidak dapat dikembalikan tepat pada waktunya, bahkan

dana tersebut menjadi kredit macet. Bila keadaan tersebut tidak segera dilakukan

langkah pengamanan, maka dikhawatirkan akan sangat merugikan keuangan dan

kekayaan negara yang selanjutnya akan memperlambat pertumbuhan

perekonomian negara. Atas dasar pertimbangan tersebut dan mengingat sistem

penyelesaian perkara yang ada pada saat itu berdasarkan Pasal 195 HIR tidak

mampu melakukan fungsinya dalam melakukan pengamanan terhadap keuangan

dan kekayaan negara, maka berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Pusat

Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kpts/Peperpu/0241/1958 tanggal 6 April

1958 dibentuk Panitia Penyelesaian Piutang Negara (P3N) dengan tugas

melakukan penyelesaian piutang Negara dengan cara Parate Eksekusi

(melaksanakan sendiri putusan-putusannya seperti surat paksa, sita, lelang, dan

keputusan hukum lainnya tanpa harus meminta bantuan lembaga peradilan).

Berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, negara Indonesia kembali

ke keadaan tertib sipil yang dimulai pada tanggal 16 Desember 1960. Dalam

situasi tertib sipil tersebut, maka dasar hukum yang memayungi Keputusan

Penguasa Perang Pusat (yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950) menjadi

tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, seluruh Keputusan Penguasa Perang Pusat

berikut semua aturan pelaksanaannya tidak akan berlaku lagi. Namun demikian,

tugas dan kewenangan P3N untuk menyelesaikan piutang negara secara cepat dan
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efisien masih dipandang relevan untuk tetap dilaksanakan. Oleh karena itu,

sebelum Keputusan Penguasa Perang Pusat tersebut dicabut, maka dipandang

perlu untuk menyusun suatu ketentuan pengganti yang dapat mempertahankan

eksistensi tugas dan kewenangan pengurusan piutang negara yang cepat dan

efisien.

Pada tanggal 14 Desember 1960 pemerintah menetapkan Undang-Undang

Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Berdasarkan

Undang-Undang tersebut pemerintah membentuk Panitia Urusan Piutang Negara

(PUPN) sebagai pengganti P3N. Guna melestarikan dan mempertahankan

eksistensi kewenangan P3N, maka PUPN juga diberikan kewenangan Parate

Eksekusi dalam melaksanakan tugasnya.

Pada tahun 1971 penyerahan piutang negara yang berasal dari kredit

investasi cukup banyak, namun struktur organisasi dan sumber daya manusia

PUPN terbatas. Oleh karena itu,berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun

1976 dibentuk Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dengan tugas mengurus

penyelesaian piutang negara, sedangkan PUPN yang merupakan panitia

interdepartemental hanya menetapkan produk hukum dalam pengurusan piutang

negara. Sebagai penjabaran Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tersebut,

maka Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 517/MK/IV/1976

tentang susunan organisasi dan tata kerja BUPN, dimana tugas pengurusan

piutang negara dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) BUPN.

Meningkatnya piutang negara yang pengurusannya diserahkan kepada

BUPN menandakan makin banyaknya piutang negara yang bermasalah (macet),

baik berasal dari perbankan yang mempunyai agunan maupun non perbankan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah memandang perlu

mengeluarkan suatu kebijakan guna mempercepat proses pelunasan piutang

negara. Untuk itu diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang

menggabungkan fungsi lelang dan seluruh aparatnya dari lingkungan Direktorat

Jenderal Pajak ke dalam struktur organisasi BUPN, sehingga terbentuklah
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organisasi baru yang bernama Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara

(BUPLN).

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991,

Menteri Keuangan memutuskan bahwa tugas operasional pengurusan piutang

negara dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N),

sedangkan tugas operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara (KLN).

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 yang

ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001

tanggal 3 Januari 2001, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang

dan Lelang Negara (DJPLN).

Untuk menyesuaikan tugas dan fungsi pada kantor operasional, maka

Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) dan Kantor Lelang Negara

(KLN) dilebur menjadi satu dengan nama Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang

Negara (KP2LN). Penyatuan ini dikukuhkan dengan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 425/KMK.01/2002 tanggal 2 Oktober 2002 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara

dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.

Pada tahun 2006 terjadi penataan organisasi di lingkungan Departemen

Keuangan dimana fungsi Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang

digabung dengan fungsi Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan

Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) DJPb, sehingga Direktorat Jenderal

Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) berubah menjadi Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005

tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia.

Dengan adanya perubahan organisasi tersebut, maka KP2LN berganti nama

menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan

tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara dan penilaian sesuai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Instansi Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
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Hal ini merupakan salah satu hasil Reformasi Birokasi yaitu penyatuan fungsi-

fungsi yang sejenis ke dalam satu unit Eselon I.

Unit kerja Kantor Pusat DJKN terdiri dari 8 unit eselon II, yaitu: Sekretariat,

Direktorat Barang Milik Negara I, Direktorat Barang Milik Negara II, Direktorat

Kekayaan Negara Lain-lain, Direktorat Penilaian Kekayaan Negara, Direktorat

Piutang Negara, Direktorat Lelang, dan Direktorat Hukum dan Informasi. Selain

itu, DJKN juga mempunyai unit kerja vertikal yang tersebar di seluruh Indonesia,

yang terdiri dari 17 Kantor Wilayah dan 70 KPKNL.

3.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Jember

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah suatu Direktorat

Jenderal yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan

dan standarisasi teknisdi bidang Kekayaan Negara, Piutang Negara dan

Lelang yang telah di tetapkan Menteri Keuangan dan undang-undang yang

berlaku.

Tugas utama KPKNL berorientasi pada VISI DJKN yaitu: “Menjadi

Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat”. Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan

tersebut, KPKNL Jember berorientasi pada MISI DJKN yaitu:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan

efektifitas pengelolaan kekayaan Negara.

2. Mengamankan kekayaan Negara secara fisik, administrasi, dan hukum.

3. Mewujudkan nilai kekayaan Negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan

dalam berbagai keperluan penilaian.

4. Melaksanakan pengurusan piutang Negara yang efektif dan efisien.

5. Transparan dan akuntabel.
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3.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL) Jember

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap fungsi

serta pembagian wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan

organisasi. Jadi, untuk mencapai suatu organisasi yang baik diperlukan koordinasi

dalam membentuk lingkungan kerja yang efektif dan efisien. Berikut bagan

struktur organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Jember:

Bagan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Gambar 3.1 Struktur organisasi KPKNL Jember (Sumber: KPKNL Jember, 2012)

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL)

Sub Bagian
Umum

Seksi
Pengelolaan
Kekayaan

Negara

Seksi
Pelayanan
Penilaian

Seksi
Hukum dan
Informasi

Seksi
Pelayaan
Lelang

Seksi
Piutang
Negara

Seksi
Kepatuhan

Internal
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Adapun tugas dan wewenang masing-masing fungsi atau bagian dalam

struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember

Tipe A

Kepala KPKNL Tipe A memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1) Bertanggung jawab terhadap setiap hasil keputusan Piutang dan Lelang

Negara kepada Direktur Jendral Kekayaan Negara dan Lelang

(DJKNL);

2) Memberikan pengarahan kepada setiap kepala seksi agar menjalan

fungsinya sesuai dengan prosedur petunjuk pelaksanaan lelang

peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

b. Seksi Bagian Umum

Bagian Umum kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan

kepegawaian, keuangan, tatausaha, dan rumah tangga. Bagian umum

terdiri dari :

1) Sub bagian kepegawaian yang bertugas melakukan urusan

kepegawaian;

2) Sub bagian keuangan yang bertugas melakukan urusan keuangan;

3) Sub bagian tata usaha dan rumah tangga yang bertugas melakukan

urusan tata usaha, pelengkapan rumah tangga, serta penyiapan bahan

penyususnan rencan strategi laporan kepada akuntabilitas.

c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Tugas seksi pengelolaan kekayaan negara melakukan penyiapan bahan

pemeriksaan dokumen, pengadaanm pengamanan, pengelolaan,

pemanfataan, status penguasaan, analisa pertimbangan permohonan

pengalihan serta penghapusan, penatausahaan dan penyususan daftar

Kekayaan Negara. Dan melaksanakan pemberian bimbingan teknis,
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pengawasan, evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan di bidang Pengelolaan

Kekayaan Negara.

Fungsi pelaksanaan tugas seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

menyelenggarakan:

1) Penyusunan bahan bimbingan teknis, inventarisasi, pengawasan, dan

evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Kekayaan Negara;

2) Penyusunan bahan bimbingan teknis prosedur pengadaan,

pengamanan, pemanfaatan, dan status penguasaan kekuasaan Negara;

3) Penyusunan bahan bimbingan teknis penata usaha, pertanggung

jawaban, pelaporan, dan akuntansi serta penyusunan daftar kekayaan

Negara;

4) Pelaksanaan Pengelolaan Kekayaan Negara;

d. Seksi Pelayanan Penilaian

Seksi pelayanan penilaian memiliki tugas dan wewenang serta

melaksanakan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, survey

pendahuluan, pengumpulan dan analisa data, penerapan metode penilaian,

rekonsiliasi nilai serta kesimpulan nilai dan laporan penilaian untuk

kepentingan penilaian kekayaan Negara, sumber daya alam, property

khusus dan usaha serta penilaian atas permintaan badan hukum pemerintah

dan penilaian terhadap objek-objek penilaian yang diamanatkan oleh

Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, Penilaian menyelenggarakan

fungsi:

1) Penyusunan bahan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian sumber daya alam, property,

property khusus dan usaha;

2) Penyusunan bahan bimbingan teknis penelitian, pengolahan data dan

informasi di bidang penilaiann sumber daya alam, property, property

khusus dan usaha;

3) Penyusunan bahan bimbingan terhadap penilai;
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4) Pelaksana kegiatan di bidang Penilaian.

Bidang Penilaian terdiri dari:

1) Sub Bagian Penilaian Sumber Daya Alam;

Sub bagian penilaian Sumber daya alam mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi,

pemantauan data dan informasi, bimbingan terhadap penilai serta

pelaksanaan kegiatan di bidang penilai sumber daya alam.

2) Sub Bagian Penilaian Properti;

Sub bagian penilaian property mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan,

evaluasi dan bimbingan teknis penelitian, pengelolahan data dan

informasi, bimbingan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan

di bidang penilaian property.

3) Sub Bagian Penilaian Properti Khusus dan Usaha

Sub bagian penilaian property khusus dan usaha mempuyai tugas

melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis penelitian,

pengelolahan data informasi, bimbingan terhadap penialai serta

pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian property khusus dan

usaha.

e. Seksi Piutang Negara

Seksi piutang Negara memiliki tugas melakukan penyiapan bahan

penetapan dan penagihan Piutang Negara serta pemeriksaan kemampuan

penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan,

pertimbangan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan perimbangan

penyelesaian atau penghapusan piutang Negara, serta penggalian potensi

piutang Negara, serta bimbingan teknis pengolahan barang jaminan dan

pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan
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milik penanggung hutang atau penjamin hutang. Dalam melaksanakan

tugas, piutang Negara menyelenggarakan fungsi:

1) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan

penetapan, penagihan dn eksekusi piutang Negara;

2) Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan atas usul penghapusan,

keringanana hutang, penegahan berpergian ke luar negeri, paksa badan

atau penyelesaian piutang Negara;

3) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis verifikasi pengurusan

piutang Negara;

4) Pelaksanaan penggalian potensi piutang Negara;

5) Pelaksanaan pengurusan piutang Negara;

6) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan

pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak

diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang;

7) Pelaksanaan pemberian bimbingan bimbingan teknis pengelolaan dan

pemantauan pelaksanaan pengamanan, pemberdayaan dan pemasran

barang jaminan.

Bidang piutang terdiri dari:

a. Sub Bagian Piutang Negara I

Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantauan

pelaksanaan penetapan, penagihan, dan eksekusi, pertimbangan

atas usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan,

pengurusan piutang Negara lingkup I yang pembagian beban

kerjanya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direkur Jendral.

b. Sub Bagian Piutang Negara II

Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantauan

pelaksanaan penetapan, penagihan, dan eksekusi, pertimbangan

atas usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan berpergian

ke luar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang Negara

bimbingan teknis verifikasi pengurusan, penggalian potensial dan
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pengurusan piutang Negara lingkup II yang pembagian beban

kerjanya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jendral.

c. Sub Bagian Pengelolaan Barang Jaminan

Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantauan

pelaksanaan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang

tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang,

serta pengelolaan dan pemantauan pelaksanaan pengamatan,

pemberdayaan dan pemasaran barang jaminan.

f. Seksi Pelayanan Lelang

Seksi lelang memiliki tugas melaksanakan bimbingan teknis, penggalian

potensi, pemantauan, evaluasi, verifikasi dan pengembangan lelang serta

bimbingan terhadap usaha jasa lelang, dan profesi pejabat lelang, serta

pengawasan lelang. Pejabat lelang tidak harus ada di seksi lelang, tetapi

juga ada ditempatkan di seksi lain. Jadi jumlah pejabat lelang di KPKNL

Jember sebanyak 4 (empat) orang. Dalam melaksanakan tugas, seksi

lelang menyelenggarakan fungsi:

1) Penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan,

evaluasi, verifikasi risalah lelang, dan pengembangan lelang.

2) Penyiapan bahan pengawasan lelang.

3) Pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang.

4) Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan Usaha Jasa

Lelang, dan Profesi Pejabat Lelang.

Bidang Lelang terdiri dari:

a. Sub Bagian Bimbingan Lelang I

Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian

potensi, pemantauan, evaluasi, verifikasi risalah lelang dan

pengembangan lelang, pengawasan lelang dan pemeriksaan kinerja

lelang serta pembukuan hasil lelang lingkup I, yang pembagian

beban kerjanya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur

Jendral.

b. Sub Bagian Bimbingan Lelang II
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Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi,

pemantauan, evaluasi, verifikasi risalah lelang dan pengembangan

lelang, pengawasan lelang dan pemeriksaan kinerja lelang serta

pembukuan hasil lelang lingkup II, yang pembagian beban

kerjanya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jendral.

c. Sub Bagian Usaha Jasa Lelang dan Profesi Pejabat Lelang

Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan

pengawasan usaha jasa lelang dan profesi pejabat lelang.

g. Seksi Hukum dan Informasi

Tugas melaksanakan penyiapan bahan pelayanan bantuan hukum dan

bimbingan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan pelayanan

informasi di bidang kekayaan Negara, penilaian, piutang Negara dan

lelang, serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang Negara dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas, hukum dan informasi

menyelenggarakan fungsi:

1) Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan perkara di bidang

kekayaan Negara, penilaian, piutang Negara dan lelang;

2) Penyiapan bahan bimbingan teknis pemantauan, evaluasi dan

pelaporan di bidang kekayaan Negara, penilaian, piutang Negara dan

lelang;

3) Pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang Negara dan lelang;

4) Penyiapan bahan bimbingan teknis registrasi dan penatausahaan berkas

pengurusan piutang Negara;

5) Pelaksanaan pengolahan data, dan penyajian informasi di bidang

kekayaan Negara, penilaian, piutang Negara dan lelang;

6) Pelaksanaan pengolahan jaringan komunikasi data.

Bidang Hukum dan Informasi terdiri dari:

a. Sub Bagian Bantuan Hukum;

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan

pelaksanaan pelayanan bantuan hukum, penelaahan hukum, serta
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penanganan perkara di bidang kekayaan Negara, penilaian,

pengurusan piutang Negara dan lelang.

b. Sub Bagaian Seksi Verifikasi;

Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis pemantauan,

evaluasi dan pelaporan di bidang kekayaan Negara, penilaian,

piutang Negara, serta verifikasi pengurusan piutang Negara dan

lelang.

c. Sub Bagian Seksi Pengolahan Data dan Layanan Informasi;

Mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan penyajian

informasi di bidang kekayaan Negara, penilaian, piutang Negara

dan lelang, serta pengolahan jaringan komunikasi data.

h. Seksi Kepatuhan Internal

1. Melakukan pemantauan pengendalian intern.

2. Menyusun pengelolaan kinerja,

3. Melaksanakan pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik

dan disiplin

4. Melakukan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan

rekomendasi perbaikan proses bisnis.

3. 4 Personalia Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Bidang ketenagakerjaan pada suatu instansi pada umumnya mengatur dan

mengelola sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan agar menjadi sumber

daya manusia yang lebih baik dan professional di bidang kerjanya. Sumber daya

manusia antara lain masalah jumlah karywan dan klasifikasinya, hari dan jam

kerja, sistem penggajian dan tenaga kerja, promosi kenaikan jabatan dan

kesejahteraan karyawan. Jumlah tenaga kerja dalam KPKNL cabang Jember

adalah sebanyak 44 (empat puluh empat) orang.

3.4.1 Hasil dan Jam Kerja
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KPKNL Jember dalam menjalankan kegiatannya menetapkan jam kerja

yang harus dipenuhi oleh semua pegawai, yaitu:

a. Hari Senin – Kamis

Jam Kerja I : 07.30 – 12.00 WIB

Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB

Jam Kerja II : 13.00 – 17.00 WIB

b.Hari Jum’at

Jam Kerja I : 07.30 – 11.00 WIB

Istirahat : 11.00 – 13.00 WIB

Jam Kerja II : 13.00 – 17.00 WIB

Tabel 3.2 Jumlah Tenaga Kerja KPKNL Jember

No. Jabatan Jumlah

1. Kepala KPKNL Jember 1

2. Sekertaris Kepala KPKNL Jember 2

3. Seksi Bagian Umum 6

4. Seksi Hukum dan Informasi 5

5. Seksi Piutang Negara 6

6. Seksi Pelayanan Lelang 5

7. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara 5

8. Seksi Penilaian 3

9. Cleaning Service 5

10. Satpam 6

Jumlah Karyawan 44
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Sumber: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Jember selama 1

tahun.

3.4.2 Promosi Kenaikan Jabatan

Pimpinan KPKNL Jember (PNS Departemen Keuangan) dalam

mempromosikan karyawannya menitikbertakan pada penilaian pelaksanaan

pekerjaan (DP3).

Dalam DP3 unsur yang dinilai adalah:

a. Kesetiaan

b.Prestasi Kerja

c. Tanggung Jawab

d.Ketaatan

e. Kejujuran

f. Kerjasama

g.Prakasa

h.Kepemimpinan

Promosi karyawan ini adalah selain dilakukan untuk memenuhi kebutuhan

tenaga kerja dalam suatu instansi, merupakan bentuk motivasi instansi kepada

pegawainya, agar terus maju dan berkembang serta professional. Penetapan

keputusan kenaikan pangkat secara langsung oleh BAKN. Para PNS Departemen

Keuangan yang akan naik pangkat ke golongan A sampai dengan golingan IVE

yang jenis kenaikan pangkatnya merupakan kenaikan pangkat regular dan

kenaikan pangkat pilihan 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir (bukan kenaikan

pangkat pilihan yang kurang dari 4 (empat) tahun).

3.4.3 Upaya Peningkatan Kinerja Karyawan KPKNL Jember
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Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang (KPKNL) Jember dalam meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan

melakukan beberapa cara, antara lain:

a. Pengarahan dan Penyuluhan

Peningkatan kinerja karyawan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang (KPKNL) Jember adalah dengan melakukan adanya

penyuluhan yang dilakukan setiap satu bulan sekali. Adapun pengarahan

ini diberikan oleh Kepala kantor untuk menilai dan meninjau kembali

terhadap kinerja yang dilakukan selama satu bulan, hal itu dilakukan agar

menjadi lebih baik untuk ke depannya.

b.Mutasi Intern dan Pemutaran antar seksi

Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan

pada Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah

dengan dilakukannya mutasi antar seksi, dimana supaya tidak terjadi

kebosanan dalam bekerja yang akhirnya berakibat pada menurunnya

kinerja karyawan. Perpindahan karyawan antar seksi tentunya merupakan

kebijakan dari kantor sendiri agar karyawan tidak merasa bosan dengan

pekerjaan yang selalu monoton, meskipun pekerjaan yang dihadapi

berbeda tetapi dengan berjalannya waktu seorang karyawan dapat

menyesuaikan pekerjaan yang baru dihadapinya. Dengan adanya pekerjaan

yang baru maka karyawan merasa tertantang untuk melakukannya,

sehingga kinerja karyawan pun akan ikut meningkat. Pada perputaran antar

seksi ini dalam pelaksanaan maupun lama waktu perpindahan ditentukan

oleh kepala kantor.
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BAB 4. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA 

 

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan 

pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk berpartipasi dengan tugas langsung di 

Lembaga BUMN/D, Perusahaan Swasta, dan Instansi Pemerintah Setempat. 

Kegiatan Praktek Kerja Nyata merupakan kegiatan yang menjadi salah satu 

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa Diploma Tiga (D3) 

dengan syarat kelulusan di tempuh selama 6 (enam) semester. Dengan adanya 

kegiatan Praktek Kerja Nyata untuk mengasah kemampuan, memperoleh ilmu 

pengetahuan dan mampu menerapkan dalam praktek di lapangan serta untuk 

melatih terampil dalam dunia kerja. Tahapan-tahapan sebelum melaksanakan 

Praktek Kerja Nyata, yaitu: 

1. Mahasiswa mengikuti pembekalan yang diberikan oleh Fakultas Ekonomi. 

2. Mahasiswa telah memenuhi persyaratan dan diberi kesempatan dalam 

memilih sendiri obyek Praktek Kerja Nyata. 

3. Mahasiswa menyampaikan proposal kepada Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) Jember. 

4. Konfirmasi surat pernyataan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang diserahkan pada Fakultas Ekonomi. 

5. Mahasiswa melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata selama dalam 

waktu yang telah ditentukan dan ditempatkan secara bergantian pada seksi 

pelayanan lelang, seksi piutang dan seksi pelayanan kekayaan Negara. 

4.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata 

Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang Jember jalan Slamet Riyadi Nomor 344A Jember. 
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4.1.2 Waktu Pelaksanakan Praktek Kerja Nyata 

Jadwal kegiatan PKN dilaksanakan selama satu bulan yang dimulai tanggal 19 

Januari sampai dengan 28 Februari 2015.  

Daftar kerja efektif di KPKNL Jember: 

a. Hari Senin – Kamis  

Jam Kerja I  : 07.30 – 12.00 WIB 

Istirahat  : 12.00 – 13.00 WIB 

Jam Kerja II : 13.00 – 17.00 WIB 

b. Hari Jum’at 

Jam Kerja I  : 07.30 – 11.00 WIB 

Istirahat  : 11.00 – 13.00 WIB 

Jam Kerja II : 13.00 – 17.00 WIB 

4.1.3 Kegiatan yang Dilaksanakan Selama Praktek Kerja Nyata 

 Adapun kegiatan yang dilakukan penulis pada Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember di posisikan pada 3 (tiga) 

bagaian: 

1. Seksi Pelayanan Lelang 

Penulis ditugaskan membantu mencatat surat masuk dan surat keluar pada 

buku rekapan surat. Surat-surat yang masuk biasanya berisi data tentang 

pemohon yang akan melakasankan lelang baik secara eksekusi maupun 

noneksekusi. Selain itu, penulis juga membantu mengarsip dokumen, 

membuat risalah lelang serta mengcroscek kelengkapan data lelang yang 

meliputi nama pembeli, nilai nominal (limit) serta kelengkapan lain 

mengenai bukti-bukti barang jaminan. Penulis juga diberi kesempatan 

untuk menjadi pendamping panitia pelaksana lelang pada saat lelang 

berlangsung di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. 
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2. Seksi Piutang Negara 

Pada Seksi Piutang Negara penulis ditugaskan membantu membuat 

permintaan cabut blokir yang dilakukan dengan sistem komputerisasi, dan 

mencatat surat serta mengcroscek data cabut blokir mulai pada tahun 

1996-2001 dibuku cabut blokir. Cabut blokir yang dilakukan di Seksi 

Piutang Negara merupakan pencabutan atas diangkat/dicabutnya dari 

daftar yang ada pada suatu Instansi. Kemudian penulis mengikuti tugas 

dinas luar kantor di BPJS Jember mengenai kasus tentang piutang Negara 

yang tidak dapat ditagih yang nantinya masuk di Piutang Negara 

Sementara Belum Dapat di Tagih (PSBDT).  

3. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara 

Penulis membantu mencatat surat masuk mengenai permohonan 

pengelolaan BMN, mengarsip berita acara rekonsiliasi dan check list data 

dari pemohon untuk menindak lanjuti penghapusan, pemanfaatan, 

penggunaan, sewa yang diajukan pemohon. Kemudian penulis membantu 

membuat kompilansi rekap wasdal dari surat permohonan mengenai PSP 

(Penentapan Status Pengguna), penghapusan, pemanfaatan dan sewa guna 

mengawasi, mengendalikan serta pengawasan terhadap BMN dari 

pengguna. 

 

4.2 Mekanisme Penghapusan Barang Milik Negara  

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

50/PMK.06/2014 Penghapusan Barang Milik Negara dilakukan dengan cara 

menghapuskannya dari daftar barang Negara berdasarkan surat keputusan 

penghapusan Barang Milik Negara oleh pejabat berwenang. Penghapusan adalah 

tindakan menghapus catatan barang milik negara dari: 

 Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang 

dan/atau Kuasa Pengguna Barang; dan 

 Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang. 
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Dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang. Tujuan 

penghapusan membebaskan Kuasa Pengguna dan/atau Pengguna dan/atau 

Pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang 

berada dalam penguasaannya. Dalam Peraturan Menteri Nomor 50/PMK.06/2014 

menjelaskan bahwa: 

1. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 

menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. 

2. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

BMN. 

3. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang 

ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada 

dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya 

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan penghapusan Barang Milik Negara 

meliputi: 

1. Penyerahan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang; 

2. Pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara kepada Pengguna 

Barang lain;  

3. Pemindahtanganan Barang Milik Negara kepada pihak  lain, baik dengan 

cara penjualan, tukar menukar, hibah, maupun penyerahan modal 

pemerintah pusat;  

4. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan 

sudah tidak ada upaya hukum lainnya, atau menjalankan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

5. Pemusnahan; 

6. Sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi 

penyebab penghapusan, antar lain hilang, kecurian, terbakar, susut, 

menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, dan mati/cacat 

berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak 

dari terjadinya keadaan kabar (force majeure).  
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Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata 

Cara Penghapusan Barang Milik Negara terdapat beberapa persyaratan dalam 

penghapusan Barang Milik Negara, antara lain: 

a. Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan  

Penghapusan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dapat 

dilakukan sepanjang memenuhi persyarataran: 

1. Dalam kondisi rusak berat karena bencana alam atau karena sebab lain di 

luar kemampuan manusia/keadaan kahar (force majeure);  

2. Lokasi tidak sesuai lagi dengan Rencana Umun Tata Ruang (RUTR) atau 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena adanya perubahan tata 

ruang kota;  

3. Tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas; 

4. Penyatuan lokasi dalan rangka efisiensi;  

5. Sudah disediakannya anggaran bangunan pengganti dalam dokumen 

penganggaran untuk bangunan yang akan direkonstruksi (bangunan yang 

berdiri diatas tanah tersebut dirobohkan yang selanjutnya didirikan 

bangunan baru di atas tanah yang sama); atau  

6. Pertimbangan dalam rangka pelaksana rencana strategis pertahanan.  

b. Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan 

 Penghapusan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dapat 

dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan: 

1. Memenuhi persyaratan teknis: 

 Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak 

ekonomis apabila diperbaiki; 

 Secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi; 

 Barang telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa; 

 Barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan 

seperti terkikis, aus dan/atau lain-lain jenisnya; atau 
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 Berkurangnya barang dalam timbangan/atau ukuran disebabkan 

penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan. 

2. Memenuhi persyaratan ekonomis, yaitu lebih menguntungkan bagi Negara 

apabila barang dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang 

lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. 

3. Memenuhi unsur ekonomis untuk Barang Milik Negara berupa kendaraan 

dinas operasional, yaitu telah berusia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) 

tahun; 

 Terhitung mulai tanggal, bulan dan tahun perolehannya, untuk 

perolehannya harus dalam kondisi baru; atau 

 Terhitung mulai tanggal, bulan dan tahun pembuatannya, untuk 

perolehan selain tersebut yang tidak akan menggangu penyelenggara 

tugas dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguana Barang yang 

bersangkutan. 

4. Penghapusan kendaraan bermotor dapat dilakukan apabila rusak berat 

akibat kecelakaan atau kendaraan atau keadaan kahar (force majeure) 

dengan kondisi paling tinggi 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan 

keterangan instansi yang berkompeten. 

5. Barang hilang atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau 

kerugian karena kematian hewan atau tanaman. 

 Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara perlu diadakan usulan 

perencanaan dan pelaksanaan penghapusan guna memenuhi persetujuan 

penghapusan BMN yang di ajukan oleh Kuasa Pengguna Barang. Berikut usulan 

perencanaan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

50/PMK.0 6/2014 meliputi: 

1. Perencanaan penghapusan per 5 (lima) tahun; dan 

2. Perencanaan penghapusan per 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran 

dari perencanaan per 5 (lima) tahun. 

3. Jangka waktu usulan penghapusan disampaikan paling lambat 2 (dua) 

bulan sebelum pelaksanaan penghapusan. 
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4.2.1 Proses Penghapusan Barang Milik Negara  

  Proses penghapusan Barang Milik Negara yang telah terurai diatas 

dilaksanakan oleh beberapa bagian, sebelum menindak lanjuti penghapusan 

melalui penjualan terlebih dahulu satker mengajukan usulan. Berikut beberapa 

bagian yang terkait dalam proses penghapusan Barang Milik Negara: 

1. Panitia Penghapusan Barang Milik Negara 

Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara terlebih dahulu dibentuk oleh 

Panitia penghapusan. Panitia penghapusan merupakan satuan tugas (task force) 

yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang, dengan ketentuan bahwa panitia 

penghapusan sekaligus menjadi panitia peneliti/pemeriksa dan panitia 

pelelangan. Tugas Panitia penghapusan: 

1) Meneliti / memeriksa barang yang akan dihapus, meliputi : 

a. Menginventarisir dan meneliti barang yang akan dihapus. 

b. Menilai kondisi fisik barang yang akan dihapus. 

c. Menetapkan perkiraan nilai limit terendah penjualan barang yang akan 

dihapus. 

d. Membuat berita acara penilaian / pemeriksaan. 

2) Menyelesaikan kelengkapan administrasi usul penghapusan. 

3) Mengajukan usulan penghapusan kepada Kepala Kantor / Satuan Kerja 

selaku UPKPB. 

4) Mengkoordinasikan dengan KPKNL, apabila penghapusan BMN tersebut 

ditindaklanjuti dengan penjualan lelang. 

5) Menyusun laporan termasuk membuat berita acara hasil pelaksanaan 

tindak lanjut penghapusan. 

2. Dokumen Pendukung 

Usulan penghapusan BMN yang disampaikan harus melampirkan hasil 

penelitian dan penilaian Panitia Penghapusan yang dituangkan dalam suatu 

Berita Acara, dan ditandatangani oleh seluruh Panitia Penghapusan, serta 

diketahui oleh Kepala Kantor / Satuan Kerja dan dilengkapi dengan: 
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1. Lampiran Daftar Barang Milik Negara yang diusulkan untuk dihapus, yang 

memuat data: 

a. Nama Barang Milik Negara. 

b. Penggolongan dan Kodefikasi BMN. 

c. Tahun Pembuatan dan Tahun Perolehan BMN. 

d. Harga Perolehan BMN (harga perolehan yang tercatat dalam BI 

Intrakomptabel dan BI Ekstrakomptabel). 

e. Kondisi BMN. 

f. Nilai limit terendah penjualan BMN. 

g. Sebab-sebab / alasan-alasan penghapusan. 

2. Formulir yang dibutuhkan dalam penghapusan, yaitu: 

a. Surat Pertimbangan dan Penjelasan 

Berisi tentang tindak lanjut permohonan penghapusan BMN telah 

melampaui kegunaan masa manfaat ekonomi. 

b. Surat Keputusan Penetapan Status Pengguna  

Adalah ketetapan peraturan pemerintah perudang-udangan dalam 

menetapkan status pengguna BMN. 

c. Berita Acara 

Berisi tentang penelitian dan pemeriksaan BMN sehingga tidak 

menggangu tugas pokok dan fungsi dari kebijakan yang telah ditetapkan. 

d. Form Wilayah  

Data yang berisi tentang kode dan lokasi BMN dengan cara memasukan 

kode dari daftar BMN yang telah tertera pada data yang dilampirkan. 

e. Form Tabel Jenis BMN 

Data yang berisi tentang kode dan jenis BMN dengan cara memasukan 

kode dari daftar BMN yang telah tertera pada data yang dilampirkan. 

3. Dokumen yang mendukung usul penghapusan, yaitu:  

a. Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan 

1. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). 

2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). 

3. Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB). 
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4. Keterangan penelitian teknis kendaraan dari Dinas Perhubungan 

setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga 

jual minimum alat angkutan darat bermotor apabila dijual. 

5. Surat keterangan dari Kepala Kantor / Satker bahwa penghapusan alat 

angkutan bermotor udara tersebut tidak mengganggu aktivitas 

pelaksanaan tugas dan fungsi. 

b. Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan 

1. Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB). 

2. Keterangan penelitian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum setempat, 

yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual 

minimum bangunan gedung apabila dijual. 

3. Fotokopi Dokumen yang bergantung pada permasalahan BMN yang 

akan dihapuskan menurut ketentuan yang diajukan oleh Kuasa 

Pengguna. 

4. Semua BMN yang diusulkan untuk dihapuskan, disertai foto BMN 

tersebut. 

4. Pengajuan Usulan Penghapusan  

Pengajuan usulan penghapusan BMN diajukan secara hirarki, yaitu: 

a. Panitia Penghapusan menyampaikan usul penghapusan BMN kepada 

Kepala Kantor / Satker selaku UPKPB. 

b. Kepala Kantor / Satker selaku UPKPB menyampaikan usul penghapusan 

BMN tersebut kepada Kepala Kanwil masing-masing selaku UPPB-W. 

c. Kepala Kantor Wilayah selaku UPPB-W menyampaikan usul 

penghapusan BMN tersebut kepada Pimpinan Unit Eselon I masing-

masing selaku UPPB-E1. 

d. Pimpinan Unit Eselon I selaku UPPB-E1 menyampaikan usul 

penghapusan BMN tersebut kepada Menteri K/L c.q. Sekretaris Jenderal 

selaku UPPB. 
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5. Penetapan Nilai Limit Terendah 

Penetapan nilai limit terendah penjualan BMN merupakan kewenangan Panitia 

Penghapusan, dengan metode: 

a. Bangunan Gedung: 

- Metode 1 (prioritas/dianjurkan) 

 Keterangan penelitian Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum setempat, yang 

memuat antara lain kondisi fisik dan perkiraan harga jual minimum 

bangunan gedung apabila dijual. 

- Metode 2 

  Harga perolehan bangunan gedung dikalikan dengan persentase kondisi 

fisik bangunan gedung hasil penelitian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum 

setempat. 

b. Kendaraan Bermotor 

- Metode 1 (prioritas/dianjurkan) 

 Keterangan penelitian Teknis dari instansi terkait (Dinas Perhubungan, 

Administrator Pelabuhan/Bandara) setempat, yang memuat antara lain 

kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum kendaraan bermotor 

apabila dijual. 

- Metode 2 

  Harga perolehan kendaraan bermotor dikalikan dengan persentase 

kondisi fisik hasil penelitian teknis kendaraan dari instansi terkait (Dinas 

Perhubungan, Administrator Pelabuhan/Bandara) setempat. 

c. Barang Milik Negara Lainnya (Harga Perolehan di atas Rp 50.000.000,-) 

- Ditetapkan oleh Panitia Penghapusan dengan memperhatikan kondisi fisik, 

teknologi yang digunakan, dan nilai ekonomis BMN tersebut. 

Adapun urutan proses penghapusan Barang Milik Negara adalah sebagai berikut: 

1. Satker melakukan persiapan dengan membentuk panitia penghapusan, 

kemudian membuat surat permohonan usulan persetujuan pembentukan panitia 

penghapusan dan diserahkan pada Kantor wilayah. 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


  42 

 

2. Kantor wilayah menerima surat permohonan usulan pembentukan panitia 

penghapusan, setelah diteliti usulan penghapusan Kantor wilayah membuat 

surat pembentukan panitia penghapusan disertai nama-nama tim panitia 

penghapusan dan diserahkan pada Satker. Kantor Wilayah mengarsip sesuai 

tanggal dokumen surat usulan persetujuan pembentukan panitia penghapusan.  

3. Satker menerima surat putusan pembentukan panitia penghapusan kemudian 

membuat surat usulan untuk persetujuan pelaksanaan penghapusan yang terdiri 

dari: surat penjelasan dan pertimbangan, dokumen atau bukti kepemilikan/KIB, 

surat keputusan penetapan status Penggunaan BMN, surat keputusan 

pembentukan panitia penghapusan, berita acara penelitian barang, denah/lokasi 

tanah dan/atau bangunan, menyertakan jenis dan spesifikasi BMN diserahkan 

kepada Kanwil dan menunggu persetujuan dari KP Unit Es 1. 

4. Setelah meneliti dan menerima surat usulan penghapusan Kanwil membuat 

surat usulan penghapusan dan diserahkan pada KP Unit Es 1. 

5. KP Unit Es 1 menerima surat usulan penghapusan, kemudian meneliti 

dokumen persyaratan usulan, jika memenuhi syarat penghapusan maka diteliti 

kelengkapan dan kebenaran usulan, jika tidak diberikan kembali kepada Satker 

untuk diminta surat permintaan kelengkapan. 

6. Setelah meneliti kelengkapan dan kebenaran usulan KP Unit Es 1 membuat 

surat putusan pelaksanaan penghapusan diserahkan pada SEKJEN DEPKEU. 

Kemudian KP Unit Es 1 mengarsip sesuai tanggal dokumen-dokumen tersebut. 

7. SEKJEN KEMENKEU menerima surat usulan kemudian memproses usulan 

penghapusan kemudian mengeluarkan keputusan Menteri Keuangan dan 

diserahkan pada Satker. 

8. Satker menerima dokumen keputusan Menteri Keuangan kemudian mengarsip 

sesuai tanggal. Proses penghapusan selesai. 
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Flowchart Proses Penghapusan Barang Milik Negara 
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Gambar 4.2 Proses Penghapusan BMN 

(Sumber: KPKNL Jember, 2012) 
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KP Unit Es 1                          SEKJEN KEMENKEU 
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4.2.2 Proses Penghapusan Penjualan BMN Melalui Lelang 

  Penghapusan Barang Milik Negara yang dilakukan dengan tindak lanjut 

penjualan merupakan salah satu kegiatan untuk mengeluarkan/meniadakan 

barang-barang dari daftar inventaris karena barang itu sudah dianggap tidak 

mempunyai nilai guna atau sudah tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan 

terutama untuk kepentingan dinas, misal rusak, susut, mati atau biayanya terlalu 

mahal jika dipelihara atau diperbaiki. Dengan tujuan mencegah dan membatasi 

kerugian ataupun pemborosan biaya pemeliharaan, meringankan beban kerja 

pelaksana inventaris, membebaskan ruang dari penumpukan barang, 

membebaskan barang dan tanggung jawab pengurusan kerja. Dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 menjelaskan tentang penjualan 

Barang Milik Negara adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara kepada 

pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Dalam hal ini 

penjualan yang dilaksanakan melalui lelang merupakan Lelang Noneksekusi 

Wajib. Lelang Noneksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan 

barang yang oleh peraturan perundangundangan diharuskan dijual secara lelang.  

 Pelaksanaan lelang dilaksanakan setelah semua prosedur penghapusan 

telah memenuhi syarat. Bea lelang dikenakan tarif sebesar 2% dari pokok lelang 

(harga barang yang terjual) untuk Lelang uang miskin dipungut berdasarkan Pasal 

18 Vendu Reglement sebesar 1% untuk barang bergerak dan 1.5% untuk barang 

tidak bergerak, dan pajak penghasilan (PPh) 25 sebesar 5% dan bea lelang penjual 

1.5% dari penjualan yang dimenangkan oleh peserta lelang. 

  Adapun proses penghapusan dengan tindak lanjut penjualan melalui lelang 

sebagai berikut: 

1. Pemohon mengajukan surat permohonan beserta dokumen penghapusan BMN 

yang telah ditanda tangangi oleh UPKPB kemudian diserahkan pada Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. 
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2. Kepala KPKNL menerima permohonan penghapusan BMN dari pemohon dan 

meneliti serta melakukan checklist syarat kelengkapan pemohon. Apabila 

belum memenuhi syarat, menerbitkan surat permintaan kelengkapan dokumen 

yang telah ditandatangani Kepala KPKNL dan menyampaikannya kepada 

pemohon. Apabila sudah memenuhi syarat, menerbitkan surat tanda terima 

untuk pemohon. 

3. Kepala KPKNL mendisposisikannya ke Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan 

Negara. 

4. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara menerima disposisi, meneliti surat 

permohonan dari Kepala KPKNL dan mendisposisikannya kepada pelaksana 

untuk menyusun konsep nota dinas dan konsep surat Keputusan Penghapusan 

Barang Milik Negara dengan tindak lanjut penjualan dengan dokumen yang 

digunakan: Surat penjelasan dan pertimbangan, bukti kepemilikan/ KIB, berita 

acara, jenis dan lokasi BMN. Selain dari dokumen tersebut Kepala Seksi PKN 

mengarsip sementara dokumen dari pemohon.  

5. Pelaksana menerima dan menyusun konsep nota dinas kemudian membuat 

perencanaan penjualan Barang Milik Negara yang memuat antara lain lokasi, 

jangka waktu penjualan dan pertimbangan/Spp dari aspek teknis dan ekonomis 

serta menetapkan Barang Milik Negara yang akan dijual berdasarkan 

perencanaan tersebut atau permintaan pihak lain. 

6. Pelaksana PKN membentuk tim yang anggotanya terdiri dari unsur Pengelola 

Barang dan/atau Pengguna Barang yang menyerahkan barang yang akan dijual, 

serta instansi teknis yang berkompeten dengan tugas: 

a. Melakukan penelitian data administratif, yaitu : 

- Data tanah, antara lain status dan bukti kepemilikan, gambar situasi 

termasuk lokasi tanah, luas, dan peruntukkan serta nilai perolehan dan/atau 

NJOP tanah; 

- Data bangunan antara lain tahun  pembuatan, konstruksi, luas, dan status 

kepemilikan serta nilai perolehan bangunan;  
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b. Melakukan penelitian fisik atas tanah dan/atau bangunan yang akan dijual 

dengan mencocokkan data administrasi yang dituangkan dalam berita acara 

penelitian; 

c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim antar department. 

7. Pelaksana melakukan perhitungan nilai BMN, setelah menetapkan nilai 

perolehan pelaksana menerbitkan surat penetapan nilai Barang Milik Negara 

dalam hal usulan penghapusan penjualan disetujui.  

8. Setelah penyelesaian menyusun konsep nota dinas Pelaksana meminta tanda 

tangan kepada Kepala Seksi PKN dan Kepala KPKNL kemudian dokumen 

diserahkan pada pemohon. 

9. Pemohon menerima dokumen/surat keputusan dari KPKNL kemudian 

Pemohon menyerahkan dokumen kepada Seksi Pelayanan Lelang untuk 

melaksanakan prosedur penjualan BMN. 

10. Pejabat lelang menerima dan meneliti dokumen persyaratan lelang. Jika 

lengkap diproses lebih lanjut, jika tidak dikembalikan kepada pemohon untuk 

dilengkapi. 

11. Setelah dokumen persyaratan lengkap pejabat lelang menetapkan jadwal 

lelang yang telah ditentukan oleh Kepala KPKNL dan menerbitkan surat 

penerbitan pengajuan surat tugas yang isinya menengnai jadwal lelang. Lembar 

jadwal lelang 2 rangkap, lembar ke 1 ditunjukan pada pemohon, lembar ke 2 

untuk diarsip. 

12. Pejabat lelang menerima kwitansi sebagai tanda bukti peserta lelang. 

13. Pejabat lelang yang dibantu oleh pendamping panitia lelang melaksanakan 

lelang non eksekusi wajib mengisi absen peserta lelang kemudian mengarsip 

absenisi tersebut.  

14. Pejabat lelang melakukan penawaran harga dengan peserta lelang, sampai 

ditetapkannnya pemenang lelang. 

15. Setelah pemenang lelang ditentukan maka pejabat lelang meminta 

tandatangan kwitansi pelunasan dari pemenang lelang sedangkan peserta 

yang kalah pejabat lelang menyerahkan kwitansi jaminan peserta lelang. 
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Kwitansi tersebut rangkap dua, lembar ke-1 diserahkan pada peserta lelang, 

lembar ke-2 diserahkan pada bendahara umum.  

16. Kemudian Pejabat lelang membuat risalah lelang yang terdiri dari: kutipan 

risalah lelang untuk pertanahan, grosse risalah lelang untuk, salinan risalah 

lelang untuk pembeli, minuta risalah lelang dan dokumen persyartan lelang 

lainnya akan diarsip oleh pejabat lelang. 

17. Pemohon menerima dokumen risalah lelang kemudian melaporkan hasil 

penjualan kepada pelaksana PKN. 

18. Pelaksana PKN menerima dan memeriksa dokumen tersbut kemudian 

diserahkan kembali dokumen risalah lelang pada pemohon. Pelaksana 

menghapuskan barang dimaksud dari Daftar Barang Milik Negara dengan 

menerbitkan keputusan penghapusan barang, berdasarkan berita acara serah 

terima untuk diasrip. Proses penghapusan penjualan BMN melalui lelang 

selesai. 
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Flowchart Proses Penghapusan Penjualan BMN Melalui Lelang 
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BAB 5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Mekanisme yang digunakan telah sesuai dengan prosedur Akuntansi

dalam pembelajaran yang didapat selama perkulihan. Sistem Informasi

Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) merupakan

sistem yang diterapkan dalam pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara

yang digunakan oleh pengguna barang. Sehingga aset yang dimiliki Negara dapat

dikelola sebagaimana mestinya disesuaikan dengan batasan-batasan standar

kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi pemerintahan secara optimal. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

yang diperoleh atas beban APBN dapat terealisasi dengan baik. Dengan adanya

Pengelolaan Kekayaan Negara ini aset yang dimiliki Negara dapat

diselenggarakan sesuai dengan kepastian hukum yang berlaku serta kepemilikan

aset Negara dapat diakui secara riil.

Kegiatan yang dilakukan penulis selama Praktek Kerja Nyata di Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dapat menambah

wawasan bagi mahasiswa yang telah melakasakan kegiatan tersebut. Selain

daripada itu, mahasiwa dilatih disiplin dalam bekerja dan mengetahui prosedur

yang telah diterapkan oleh KPKNL.

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata yang berkaitan dengan

judul Mekanisme Penghapusan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut

Penjualan Melalui Lelang merupakan aspek penting untuk Negara dalam

mengelola Barang Milik Negara yang dapat menghasilkan angggaran pendapatan

kembali bagi Negara. Sehingga dengan adanya tindak lanjut penghapusan ini

Pengguna Barang Milik Negara yang menjadi Daftar Penguna Barang (DPB)

dapat mengefisiensi BMN yang telah digunakan kemudian tidak memerlukan

biaya untuk mengeluarkan perbaikan dari kondisi BMN, antara lain dengan

melakukan renovasi, rehabilitasi, atau restorasi sesuai fungsi dan kegunaannya

bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, yang mengakibatkan adanya

penghapusan BMN yang berpotensi rnenghasilkan penerimaan Negara.
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Selain daripada itu, sistem penatausahaan Barang Milik Negara dapat

tertata dengan baik dan benar dalam pelaporan keuangannya setiap periodik.

Sehingga Akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara ini tercermin dalam

penyajian, pencatatan, serta penggolongan secara sistematis untuk mencegah

adanya aset idle.

Sistem pengendalian intern yang digunakan untuk mengecek ketelitian dan

keandalan akuntansi, efesiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan

manajemen. Sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Sistem

pengendalian intern di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember

sudah dapat berjalan dengan baik, dilihat dari struktur organisasinya yang

memisahkan tanggung jawab fungsional sudah terpisah sesuai dengan tugasnya

masing-masing.
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